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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini dunia usaha di Indonesia berkembang dengan pesat, masyarakat
Indonesia berlomba-lomba melakukan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf
hidupnya. Namun perkembangan dunia usaha tersebut dinilai tidak seimbang dengan
kebutuban dan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Ketidakseimbangan tersebut dikhawatirkan akan sangat merugikan berbagai pihak,'
dalam hal ini pemerintah selaku aparatur negara dan masyarakat yang melakukan
aktifitas perekonomiannya dalam dunia usaha.

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat adalah dengan
mendirikan Yayasan yang terkadang pendiriannya dilakukan hanya bertujuan untuk
mencari keuntungan pribadi pendirinya. Semestinya seperti yang kita ketahui,
Yayasan merupakan suatu lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial bukan badan
usaha yang didirikan untuk mencari keuntungan pribadi pendirinya.

Kecendrungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan

Proses pendiriannya sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah,

serta adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subjek
pajak.’

! Jakarta Consulting Group dan Jogja Consulting Group,

Refor i j
Hukum dan Manajemen, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, him 3. e ayasan Bevmoskif




Kenyataan dalam masyarkat menunjukkan Yayasan tumbuh dan berkembang
begitu pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuannya. Selama ini, pendirian
suatu Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, padahal
Yayasan dalam melaksanakan tujuannya juga dapat berperan dalam mendukung
kegiatan perekonomian.

Sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan adanya wadah atau
lembaga yang berbentuk badan hukum yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan, Yayasan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk perwujudan
dari keingian masyarakat hukum di Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur dengan jelas status, fungsi, dan kedudukan dari
Yayasan.

Seperti yang kita ketahui, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001, Yayasan merupakan alat yang secara fungsional menjadi sarana untuk
hal-hal atau pekerjaan dengan tujuan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang
belum jelas status badan hukumnya sehingga menimbulkan berbagai macam
penafsiran dalam masyarakat, yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dalam
masyarakat mengenai Yayasan itu sendiri.

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sama sekali berbeda
dengan badan usaha lain, seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma,
Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Usaha Dagang, Usaha Perseorangan,

Koperasi dan sebagainya, dimana badan-badan usaha tersebut diatas mempunyai




tujuan utama untuk mencari keuntungan, guna kepentingan karyawan, pengurus,
terutama bagi pemilik badan usaha itu sendiri.

Untuk menghidupi dirinya Yayasan boleh mempunyai badan usaha Jain, yang
bersifat untuk mencari keuntungan yang tentu saja tujuannya sangat berbeda dengan
Yayasan sebagai lembaga sosial, yang lebih mengutamakan kegiatan sosial, agama,
dan kemanusiaan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya pikiran seakan-akan
Yayasan itu sekarang telah menyimpang dari maksud dan tujuan dari pendiriannya.

Untuk memperjelas, penulis menguraikan pengertian Yayasan menurut
W.L.G. Lemeire, yang menyatakan. bahwa : “Yayasan diciptakan dengan suatu
perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak
diharapkan keuntungan (alfruis doel) serta penyusunan suatu organisasi (berikut
pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat
itu”.?

Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, menjamin
kepastian hukum, menjamin ketertiban huku'm, serta mengembalikan fungsi Yayasan
sebagai pranata hukum, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Yayasan
Nomor 16 Tahun 2001, yang efektif tanggal 6 Agustus 2001, yang kemudian diubah

lagi dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

2 Chidir Ali, Bahan Hukum, Alumni, Bandung. 2005, him 86.



Pengaturan Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,
merupakan perwujudan politik hukum nasional dalam pembentukan hukum baru.
Dengan pengaturan tersebut, Yayasan ditegaskan sebagai badan hukum, sehingga
mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan
maksud dan tujuannya.

Hal lain yang perlu dicermati adalah pendapat tentang timbulnya Yayasan,
yaitu : Yayasan menjadi badan hukum karena berdasarkan Undang-Undang diatas,
dan Yayasan yang timbul dari kebiasaan contohnya pemberian status badan hukum
kepada badan hukum lainnya. Yayasan timbul dari kebiasaan, yaitu peraturan yang
timbul dari pergaulan hidup sendiri.?

Tingginya percepatan perkembangan ekonomi, makin membuat seakan-akan
Yayasan tidak lagi bersifat nirlaba, karena suatu Yayasan dapat menjalankan usaha-
usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya, dimana jika
peraturan perundangan yang mengatur tentang adanya larangan bagi suatu Yayasan
untuk melakukan kegiatan bisnis, guna meningkatkan kegiatan perekonomian serta
membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menghendaki bahwa
suatu Yayasan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan

agar Yayasan tidak selamanya tergantung pada sumbangan masyarakat, negara, dan

bantuan dari negara lain.

3
1.J Van A j
3G e an Apeldomn, Pengantar ilmu hukum. Cetakan XXXVI, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,




Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasai nirlaba dewasa ini mengalami
tantangan besar, karena Yayasan harus lebih meeningkatkan transparansi,
akuntabilitas serta efeisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan
operasionalnya, sehingga Yayasan sebagai organisasi nirlaba tidak disalahartikan dan
Yayasan sebagai lembaga boleh mencari keuntungan, boleh menjalankan usaha serta
boleh bersifat komersil. Dalam pengertian menghidupi Yayasan, tapi tidak
menghilangkan makna dari nirlaba yaitu Yayasan tidak membagi laba atau
keuntungan yang diperolehnya, baik dalam bentuk deviden, bagian laba dan
sejenisnya, karena Yayasan tidak mempunyai pemilik maupun anggota, sehingga ia
tetap memiliki fungsi sosial

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayan yang dipisahkan dan
diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Dengan demikian,
apabila dalam kegiatannya Yayasan menghasilkan surplus karena pendapatan dari
suatu kegiatan melebihi pengeluaran/biaya, maka surplus tersebut akan menambah
kekayaan Yayasan yang selanjutnya akan digunakan untuk untuk mencapai maksud
dan tujuan Yayasan, dan sama sekali bukan untuk dibagikan kepada pendiri, pengurus
maupun pengawas Yayasan, kekayaan Yayasan dilarang dibagikan dan dialihkan
secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas,

karyawan dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Yayasan (Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004).




Secara tradisional banyak Yayasan yang mengandalkan sumber dananya
hanya dari sumbangan para donatur, bantuan negara, bantuan luar negeri dan hibah.
Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber dana tersebut merupakan salah satu
faktor yang menyebabkan lemahnya aspek pendanaan Yayasan.

Yayasan yang selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya
perlu melakukan introspeksi dan pembenahan apabila ingin mendapatkan survive dan
sukses menjalankan misinya dalam era reformasi yang menuntut adanya
profesionalisme, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan.*

Perkembangan dinamis yang terjadi di Indonesia telah menuntut adanya
perubahan paradigma dalam pengelolaan Yayasan, namun pengelolaan Yayasan yang
selama ini berlangsung, masih menimbulkan berbagai penafsiran yang keliru,
Yayasan dianggap sebagai organisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh mencari
keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu Yayasan tidak boleh lagi
hanya mengandalkan sumbangannya dari para donatur tanpa berusaha mencari
sumber-sumber lain yang lebih kreatif. Lebih-lebih para donatur yang diandalkan
adalah orang atau badan yang sama dari tahun ke tahun yang dimintai sumbangannya,

namun harus berusaha melalui kegiatan untuk mencari keuntungan demi kehidupan

* H.P. Panggabean, Prakiek Peradilan Mengenai Kasus dan Yayasan (termasuk asset

fembaga keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Al 1 sai
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, him 157. ) Fnal \Peplesaian Saghes;




dan kesejahteraan Yayasan itu sendiri, tanpa harus menyimpang dari maksud dan
tujuan dari pendirian, serta tanpa harus melanggar undang-undang.
Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul : “Kedudukan

Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2004”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:
1. Bagaimanakah kedudukan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah kedudukan Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomon;

28 Tahun 2004 ?

C. Ruang lingkup
Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada
kedudukan Yayasan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2004 tentang Yayasan serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal

yang relevan.




D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
a. Untuk megetahui kgdudukan Yayasan sebelum dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004.
b. Untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Yayasan & akibat
hukum yang ditimbulkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004.
2. Manfaat
a. Dari sudut teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai
sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasana._h'
kepustakaan mengenai status dan kedudukan Yayasan setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
b. Dari sudut sosial praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

pemahaman dan kejelasan mengenai Yayasan sebagai pranata hukum

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan.

D. Metode Penelitian

1.

Tipe penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif, yang terfokus pada analisis azaz-azaz hukum, sistematika terhadap




ketentuan mengenai kedudukan Yayasan sebelum dan setelah dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif, yaitu suatu penelitian yang menelaah data-data sekunder berupa
bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer yang terkait bahan
hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan guna

memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder,

yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang
meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, BRv,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-
Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang —Undang
Nomor 16 Tahun 2001 serta Yurisprudensi- Y urisprudensi yang berkaitan
dengan Yayasan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu




10

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-
buku literatur, hasil karya ilmiah sarjana, dan ketentuan lain yang
berkaitan dengan kedudukan yayasan sebelum dan setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi

kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan data melalui :
Penelitian kepustakaan (Iibrary research). Yaitu penelitian yang dilakukan
untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, membaca, dan
mempelajari literatur-literatur, artikel, dan peraturan perundangan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

S. Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang
bertujuan untuk fnengerti atau memahami gejala yang diteliti. Proses analisis
data dilakukan terhadap data sekunder atau data kepustakaan dengan
mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan.
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